WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka
perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang  Penataan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 )} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. tentang
Perubahan Kedua Atas Undang ~undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

Dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN/{.AQ. .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerah.

Camat adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
yang memimpin Kecamatan.

Kelurahan adalah  wilayah  kerja lurah  sebagai
perangkat kecamatan Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja
kecamatan.

Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan
Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau
sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan.

Ketua Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat Ketua
RT adalah Pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah
mufakat atau pemilihan langsung yang memimpin wilayah
kerja RT.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan
masyarakat.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang  selanjutnya
disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan
mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh
dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah
kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi
serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang
merupakan wadah pengembangan generasi muda yang
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah kelurahan.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan
adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja
pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang
berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali, dan penggerak pada masing — masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat
LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah
kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga
kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.

Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga
Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok
dalam merencanakan dan melaksanakan  pembangunan
dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan
kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik
antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau
antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan
memperhatikan  prinsip  saling memerlukan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan
Pasal 2
Arah kebijakan LKK meliputi:
a. Peningkatan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan
pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
b. Penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal

pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah,
sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan,
partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan

fasilitasi pemerintahan daerah;
c. pengembangar%% ’ 9
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pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK
dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang
partisipatif; dan

d. peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.
Bagian kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengaturan ini bertujuan:

a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan
kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;

b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pembangunan; dan

mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK
melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan,
pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis
dan pengawasan.

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari

oo TP

(1)

2)

RT dan RW

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
Tim Penggerak PKK;

Karang Taruna; dan

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB IV
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian KesatuPembentukan
Paragraf 1
Umum

Pasal 5
RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-
nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
a. swadaya;
b. kegotongroyongan; dan
c. kekeluargaan.

Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan;

b. ketentraman; dan

c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah

kerjanya. ﬂ
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Paragraf 2
Pembentukan RT

Pasal 6

(1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. paling sedikit terdapat 100 ( seratus) Kepala Keluarga
untuk pembentukan RT; dan
b. lebih dari 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dapat
melakukan pemekaran.

(2) Pembentukan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan:

a. atas prakarsa masyarakaf;

b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang dihadiri
dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala
Keluarga dalam wilayah RT tersebut; dan

c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan
kepada Lurah.

(3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b difasilitasi oleh Lurah.

(4) Untuk wilayah tertentu yang jumlah kepala keluarga sedikit
dapat membentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(5) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah melalui Camat
kepada pemerintah Kota Lubuklinggau.

Paragraf 3
Pembentukan RW

Pasal 7

(1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. paling sedikit 6 (enam) RT; dan
b. paling banyak 12 (dua belas) RT.

(2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kelurahan
tetap membentuk paling sedikit 1 (satu) RW.

(3) Dalam hal pembentukan RW tidak Memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dimekarkan.

(4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa
masyarakat dengan ketentuan:

. mempm/eﬂ,j
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a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui
paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.

(5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a difasilitasi oleh Lurah.

(6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b, selanjutnya diusulkan oleh Lurah melalui Camat
kepada Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

Paragraf 1
Tugas RT dan RW

Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 2
Fungsi RT dan RW

Pasal 9

(1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 mempunyai fungsi:

a.

b.

melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan
administrasi pemerintahan lainnya;

menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah
kerja RT;

membantu penanganan masalah-masalah kependudukan,
kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan
melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam
rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam
rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja
RT;

membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan
kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di
wilayah kerja RT;

menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan
kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah
kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

2) RW}{X .
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(2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 mempunyai fungsi:

a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan
administrasi pemerintahan lainnya;

b. menjembatani hubungan antar  penduduk  melalui
kepengurusan RT di wilayah kerja RW;

c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan,
kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;

d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan
melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam
rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;

e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana
dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;

f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam
pelaksanaa pembangunan dan menumbuh kembangkan
kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;

g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT
di wilayah kerja RW;

h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan
kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di
wilayah kerja RW; dan

i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah
kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus
RT.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 10
(1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat
RT dan RW; dan
b. dikukuhkan dan dilantik sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam peraturan ini.

(2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi
peran dan fungsi RT dan RW; dan
b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah
RT dan RW setempat.

Paragraf 4
Kegiatan RT dan RW

Pasal 11
Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. pengembangan kemitraan; /
d. pemberdayaan% X ‘
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d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan hidup; dan

€. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
setempat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 12

(1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar
- dalam Kartu Keluarga.

(2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar
dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah
mufakat pengurus RT.

(3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat
memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon
pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untuk dapat menjadi Ketua RT dan RW sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

a. bertagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua
puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 60
(enam puluh) tahun pada saat pencalonan ;

d. pendidikan minimal SLTP sederajat

e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan tidak
sedang terlibat dalam persoalan Hukum dan penuh pengabdian
terhadap masyarakat;

f. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di

wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan

dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat,
terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda

Penduduk setempat;

sehat jasmani dan rohani;

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;

dan

i. bukan Pejabat Struktural Kelurahan di Kelurahan setempat.

j- Tidak menjadi pengurus partai politik

0
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